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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUFPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 188.4 / /| /DSPPrPA-PS/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT
PENGADAAN BARANG DAN JASA LINGKUP DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa:

b. Bahwa Pengawai Negeri Sipil yang tersebut padz lajur 2 lampiran
keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat
untuk menduduki jabatan sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa Lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuar. dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan ;

c. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan b diatas maka
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957(
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 ) jo
o Undang-undang Nomor 58 tahun 1958 ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1643 );

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

3. Undang- Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

5. Undang -Undang Nomor 33 Tzhun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinizh Daersh



6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 };

7. Peraturan Pemeritah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
( Lembaga Nagara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); j

10.Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah};

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Menreti Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Sistim Pengadaan Barang dan Jasa pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

14.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja
dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sesial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

15.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

16.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

17.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang
penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Pesissir Selatan Tahun 2020;

18.Keputusan Bupati Nomor 900/11/Kpts/BPT-PS/2020,
tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri
Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa
Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

MEMUTUSKAN

~

Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut pada lajur Z lampira:
keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat
untuk menduduki jabatan sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa Lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dain
Perlindungan Anak, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas Pokok dan Kewenangan sebagai Pejabat Pengadaan Barang
dan Jasa meliputi:

a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa

b. Menetapkan Dokumen Pengadaan.

c. Menilai kualifikasi penyedia Barang dan Jasa.

d Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap
penawaran yang di ajukan.

Menetapkan penyedia barang dan jasa

™o

Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang dan

jasa kepada KPA.

g Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada
KPA

h. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan

pengadaan barang dan jasa kepada KPA.

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan ini akan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 20 Januari 2020
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN\DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jm et Ao R
ffq KABUBATEN PESISIR SELATAN

. ZULFIAN APRIYANTO, S.H., M.Si

<NIP-19651116 198602 1 002

1.Bupati Pesisir Selatan di Painan

2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3.Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

4 Kabag Adm. Pembangunan Sekda Kab Pesisir Selatan di Painan

S.Arsip



ampiran

: Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Seiatan

Jomor : 188.4/ )| /DSPPrPA-PS/2020
‘anggal + 20 Januari 2020
‘entang : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
LINGKUP DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2020 '

No Nama/NIP Pangkat/Golongan Pendidikan Bertanggung Jawab Sebagai

1 2 3 4 5

I. |RITA SUSANDRA, S.Pi., M.Si Pembina S2 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Nip. 19710402 199701 2 001 (IV/a)

KEPALA DINAS SOS,

AL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK

PRIYANTO, S.H., M.Si
1116 198602 1 002




